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ABSTRAK

Pada perkembangan ketatanegaraan di Indonesia dewasa ini, terjadi praktik terkait
kewenangan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi. Praktik pengujian formil Perpu yang terbaru
adalah pengujian Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan Nomor
Perkara 5/PUU-XXI1/2023, Nomor 6/PUU-XX1/2023, dan Nomor 22/PUU-XXI1/2023.
Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima
karena kehilangan objek pengujian. Praktik ini menarik untuk dikaji karena (1) Secara
formil, pembentukan Perpu ini berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. (2)
kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi pada pengujian perpu
merupakan hasil penafsiran pada Putusan MK Nomor 138/PUU-V11/2009. Putusan
tersebut merupakan putusan pengujian materiil Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menimbulkan pertanyaan apakah
kewenangan menguji Perpu oleh MK juga dalam hal pengujian formil. (3) Secara
konsep pengujian materiil dan formil adalah berbeda. Oleh karena itu, timbul rumusan
permasalahan: Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan
pengujian formil Perpu? Apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam pengujian formil Perpu?

Penelitian ini merupkan penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan
metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang berhubungan dengan legislasi
Perpu dan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, pada penelitian ini akan digunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang diperoleh
kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terjawab bahwa kewenangan pengujian formil
Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah setelah Perpu disetujui menjadi undang-
undang atau setelah melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena
dalam legislasi Perpu, aspek formil yang paling penting adalah “hal ihwal kegentingan
yang memaksa” yang merupakan syarat absolut penetapan Perpu dan persetujuan atau
penolakan DPR atas Perpu pada masa sidang yang berikut. Dengan demikian penilaian
tersebut lebih tepat jika dilakukan setelah Perpu disetujui oleh DPR menjadi undang-
undang. Pada pengujian formil Perpu MK dapat mempertimbangkan aspek prosedur
legislasi Perpu yang memuat (1) Perpu dibentuk oleh lembaga yang tepat (2) dibuat
dengan prosedur yang sesuai, dan (3) pengambilan keputusan pada persetujuan Perpu
adalah sah. Selain aspek prosedur Mahmakah Konstitusi juga dapat
mempertimbangkan aspek kegentingan pada pengujian formil Perpu.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil, Perpu



ABSTRACT

Today in the development of state administration in Indonesia, there is a practice
related to the authority to formally review Perpu by the Constitutional Court. The latest
Perpu formal testing practice is the testing of Perpu Number 2 of 2022 concerning
Cipta Kerja, with Case Numbers 5/PUU-XX1/2023, Number 6/PUU-XX1/2023, and
Number 22/PUU-XX1/2023. In its decision, the Constitutional Court stated that the
petition could not be accepted because it lost the object of the test. This practice is
interesting to study because (1) Formally, the formation of Perpu is different from the
formation of ordinary laws. (2) The authority possessed by the Constitutional Court in
the Perpu review is the result of the interpretation of Constitutional Court Decision
Number 138/PUU-VI1/2009. The decision was a decision on material testing of Perpu
Number 4 of 2009 concerning Amendments to Law Number 30 of 2002 concerning the
Corruption Eradication Commission, which raises the question of whether the
authority to test Perpu by the Constitutional Court is also in terms of formal testing.
(3) Conceptually, material and formal judicial review are different. Therefore, the
formulation of the problem arises: How is the authority of the Constitutional Court in
formally examining Perpu? What can be taken into consideration by the Constitutional
Court in the Perpu formal review?

This research is a normative legal research (normative juridical) with data
collection method through literature study related to Perpu legislation and judicial
review by the Constitutional Court. To answer these problems, this research will use a
statute approach and conceptual approach. The data obtained will then be analysed
qualitatively.

Based on the results of the research, it is answered that the authority of the
Perpu formal review by the Constitutional Court is after the Perpu is approved as a
law or after going through a political review by the House of Representatives of the
Republic of Indonesia (DPR RI). This is because in Perpu legislation, the most
important formal aspect is the "case of compelling urgency” which is an absolute
requirement for the enactment of Perpu and the approval or rejection of the DPR on
Perpu in the next session. Therefore, the assessment is more appropriate if it is done
after the Perpu is approved by the DPR into law. n the formal examination of the Perpu,
the Constitutional Court can consider aspects of the Perpu legislative procedure which
includes (1) the Perpu is formed by the right institution (2) made with appropriate
procedures, and (3) the decision-making on the approval of the Perpu is valid. In
addition to procedural aspects, the Constitutional Court can also consider aspects of
urgency in the formal testing of Perpu.

Key word: Constitutional Court, Formally Review, Perpu
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MOTTO
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Sebagaimana diketahui Perpu Cipta
Kerja ini lahir sebagai upaya pemerintah dalam merespon Putusan MK Nomor
91/PUU-XVI11/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki maksimal dua
tahun setelah adanya putusan tersebut. Pasca lahirnya Perpu Cipta Kerja tersebut,
banyak masyarakat mengajukan permohonan baik secara formil maupun materiil atas

Perpu a quo ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya terdapat 5 permohonan atas Perpu Cipta Kerja ini, Yyaitu
permohonan Nomor 5/PUU-XX1/2023, Nomor 6/PUU-XX1/2023 (sebelum akhirnya
ditarik), Nomor 14/PUU-XXI1/2023, Nomor 18/PUU-XXI1/2023, dan Nomor 22/PUU-
XX1/2023.2 Pemohon menilai bahwa pembentukan Perpu Cipta Kerja ini tidak
memenuhi syarat pembentukan Perpu yaitu adanya kegentingan memaksa. Menurut
pemohon subjektivitas presiden dalam menerbitkan Perpu harus didasarkan pada

keadaan objektif dengan tolak ukur yang ditentukan MK dalam Putusan MK Nomor

! https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19102 Diakses pada 10 Desember 2023
diakses Pukul 15.11 WIB.
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138/PUU-VI11/2009. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon
pengujian Perpu Cipta Kerja kehilangan objek pengujian sehingga tidak dapat diterima,
karena Perpu Cipta Kerja telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,

tanggal 21 Maret 2023 lalu.

Terhadap peristiwa tersebut, dalam tulisan ini Penyusun tidak akan membahas
kontroversial penerbitan apakah Perpu Cipta Kerja oleh pemerintah ataupun
permasalahan konstitusionalitas penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja ini. Namun, terkait kewenangan MK dalam pengujian formil Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Hal ini menarik untuk diteliti karena, Pertama, Pembentukan Perpu berbeda
dengan pembentukan undang-undang. Secara historis, jika dilihat dari jenis peraturan
perundang-undangan, Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah
(PP). Terdapat 2 jenis PP, yaitu (1) PP yang dibentuk dalam rangka melaksanakan
undang-undang (Perintah UU); (2) PP yang dibentuk sebagai pengganti undang-
undang yang dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa, inilah yang disebut sebagai

Perpu.? Pengaturan terkait Perpu terdapat dalam Pasal 22 UUD NRI 1945

2 Maria Farida Indrati Soeprapto, menyatakan karena Perpu ini merupakan PP yang
menggantikan kedudukan undang-undang, materi-muatannya adalah sama dengan materi-muatan dari
undang-undang. Lihat dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, llmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar
dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), him. 131. Hal yang sama dikemukakan oleh Bagir
Manan, yang dimaksud dengan pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan Perpu

2



Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah
itu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Jika
peraturan pemerintah tersebut tidak mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut.

Definisi Perpu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang memberikan
definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.*
Hakikat dari Perpu ini merupakan antisipasi keadaan “genting dan memaksa” tetapi

masih dalam koridor hukum yaitu melalui Perpu.®

Terkait penentuan kapan dan dalam keadaan apa hal ihwal kegentingan yang
memaksa ini terjadi sehingga dapat diterbitkan Perpu. Menurut Jimly Asshiddigie,
karena kewenangan menetapkan Perpu berada pada presiden, maka presidenlah yang
secara hukum menentukan kegentingan memaksa tersebut.® Namun, menurut Jimly,

dengan mengutip pendapat Cora Hoexter, kewenangan penentuan kegentingan

merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa (normal) materi muatan tersebut harus
diatur dengan undang-undang. Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta:
Ind-Hill.Co, 1992), him. 50

% Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

® Lihat Ni’matul Huda, “Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol.
7, No. 5 (Oktober 2010), him. 76

6 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), him.

208-209. Sebagaimana di kutip oleh Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Hukum, Vol. 17:3 (Juli 2010), him. 388.
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memaksa ini termasuk kategori “objective wording.” Artinya, hak presiden dalam
penetapan Perpu tidak meniadakan hak DPR untuk dapat mengontrol penetapan Perpu
tersebut. Jika nantinya DPR menyetujui, barulah Perpu dapat berlaku sebagai undang-
undang. Ketika Perpu ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Dengan kata lain, penentuan keadaan darurat dan hal ihwal
kegentingan yang memaksa itu sendiri tidak semata-mata tergantung kepada kehendak
subjektif Presiden, melainkan tergantung pula kepada kehendak para wakil rakyat di
DPR. Oleh karena itu, perumusan seperti demikian dinamakan oleh Hoexter sebagai

“objective wording. "

Dengan demikian pembentukan Perpu merupakan hak subjektif presiden, yang
kemudian diobjektifkan oleh DPR dalam masa sidang selanjutnya, ketika DPR
menyetujui maka Perpu akan menjadi undang-undang, tetapi jika DPR menolak Perpu

tersebut, maka harus dicabut dan tidak diberlakukan.

Kedua, kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam menguji Perpu adalah
kewenangan tambahan (bukan kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD NRI
1945). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-V11/2009 menyatakan,
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Perpu sebelum menjadi

undang-undang. Melalui pertimbangan hukumnya MK memberikan alasan berupa:

Setiap Perpu, seperti juga sebuah undang-undang, melahirkan norma hukum dan
sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: a) status hukum baru, b)

" 1bid, 12-13



hubungan hukum baru, dan c¢) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir
sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada
persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun
demikiaan sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu,
norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang. Oleh kerana
dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan
undang-undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut
Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD
1945, sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR dan setelah adanya
persetujuan DPR kerana Perpu tersebut telah menjadi undang-undang (Putusan MK
138/2009).

Putusan inilah yang kemudian mendasari kewenangan MK dalam melakukan

pengujian Perpu.

Pada putusan a quo terdapat concurring opinion dari Hakim Mahfud MD dan
dissenting opinion dari Hakim Muhammad Alim. Mahfud MD, dalam pendapatnya
menyatakan jika dilihat dari penafsiran original intent, tafsir historik, tafsir gramatik,
dan logika hukum seharusnya MK tidak berwenang melakukan pengujian Perpu.
Kewenangan pengobjektifan Perpu berada di DPR melalui political review terlebih
dulu sebagaimana Pasal 22 UUD 1945. Namun adanya perkembangan ketatanegaraan
sekarang, dimana terdapat berbagai masalah dalam mekanisme penilaian yang
dilakukan oleh DPR. Hal ini menjadikan Mahfud MD merasa penting untuk MK dapat
melakukan pengujian konstitusionalitas Perpu dengan menekankan pada penafsiran
teleologis dan sosiologis. Pilihan pandangan ini semata-mata didasarkan pada prinsip

dalam menjaga tegaknya konstitusi yakni tidak boleh satu detik pun ada peraturan



perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau

diuji melalui pengujian yudisial.®

Sedangkan Muhammad Alim berpendapat jika MK tidak berwenang
melakukan pengujian Perpu. Menurut M. Alim, kehendak perumus UUD memang
mendesain jika MK hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap
UUD sebagaimana Pasal 24C UUD 1945. Selanjutnya M. Alim memberi kesimpulan
bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut UUD.” Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat,
harus dilaksanakan sesuai dengan UUD tidak boleh menyimpang dari UUD 1945.
Kewenangan MK yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas
menguji undang-undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perpu,

bererti menyimpang dari UUD.®

Kewenangan MK dalam mengadili pengujian Perpu ini juga masih menjadi
perdebatan oleh para ahli hukum. Pendapat yang setuju MK dapat menguji Perpu
sebagaimana MK menguji undang-undang didasarkan pada status hierarki dan materi
muatan Perpu yang sama dengan undang-undang, dimana Perpu memiliki keberlakuan
sejak dia ditetapkan oleh presiden, Perpu juga menimbulkan norma hukum dan

kekuatan hukum mengikat yang sama dengan undang-undang. Selain itu, kewenangan

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-V11/2009

° 1bid



MK untuk melakukan pengujian Perpu adalah untuk menghindari kesewenang-
wenangan presiden dalam menetapkan Perpu. Pendapat yang setuju Perpu dapat diuji
oleh MK diantarannya adalah Akil Mochtar, menurutnya MK mempunyai peluang
yang cukup terbuka untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, Perpu hanya bisa diuji melalui political
review oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena MK harus mampu mengikuti
perkembangan hukum ketatanegaraan. MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus
pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji Perpu. Apalagi,
saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan Perpu. Hal yang
senada juga diungkapkan oleh Taufiqurronman Syahuri dan Charles Simabura, menilai
bahwa Perpu dapat dibawa ke MK, karena secara materiil, Perpu sama dengan undang-

undang. *°

Iskandar muda juga menyatakan demikian, la berpendapat bahwa adanya
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas sebuah Perpu
haruslah diberi penghargaan karena dengan demikian UUD NRI Tahun 1945 menjadi
sebuah konstitusi yang hidup (living constitution). Sungguh sangat disayangkan
bilamana penetapan Perpu oleh Presiden namun terhadap produk hukum itu tidak ada

suatu lembaga negarapun yang berwenang menanganinya. Bagi Iskandar Muda uji

10 pendapat Akil Mochtar, Taufiqurronman Syahuri, dan Charles Simabura dikutip oleh Riri
Nazriyah dalam Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3 (Juli 2010), him. 385.
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konstitusionalitas terhadap Perpu termasuk ranah kewenangan MK sejalan dengan

filosofi judicial activism (paham yang bersifat aktif).!

Pendapat pakar hukum lain adalah Jimly Asshiddigie yang menyatakan bahwa
selama produk hukum itu masih berstatus Perpu, dan belum menjadi undang-undang,
maka meskipun kedudukannya sederajat dengan undang-undang upaya kontrol hokum
(norm control) terhadap Perpu itu masih urusan DPR dan belum menjadi urusan
Mahkamah Konstitusi. Namun persoalannya adalah apakah Mahkamah Konstitusi
harus menunggu Perpu tersebut menjadi undang-undang untuk dapat diuji sedangkan
tindakan Presiden yang bersifat sewenang-wenang ternyata menimbulkan korban
ketidakadilan yang serius. Oleh kerana itu Jimly berpendapat bahwa Perpu itu, nama
resminya adalah Peraturan Pemerintah tetapi isinya (materinya) adalah undang-undang
yaitu undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian Perpu itu dapat saja diuji

konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.2

Sedangkan pendapat yang tidak setuju MK memiliki kewenangan menguji
konstitusionalitas Perpu berpendapat bahwa konstitusi tidak memberikan kewenangan
MK dalam melakukan pengujian Perpu, sehingga kewenangan MK melakukan
pengujian Perpu merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Selain itu kontrol hukum

terhadap Perpu ini telah menjadi kewenangan DPR, yang juga telah dijamin dalam

11 Lihat dalam Iskandar Muda, “Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitutionalitas
Perpu,” Jurnal Konstitusi Vol. 10, No.1 (Maret 2013), him 83.

12 ihat Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, Cetakan 4 (Depok: Rajawali Pers, 2017),
him. 59-60



Pasal 22 UUD 1945. Perpu sebagai sebuah produk hukum darurat hanya dapat diuji
melalui political review/legislative review melalui DPR. Diantara pendapat yang
menolak adalah Ni’matul Huda, yang mengemukakan bahwa konstitusi tidak secara
tegas memberikan kewenangan pengujian Perpu kepada Mahkamah Konstitusi, oleh
karena itu pengujian Perpu oleh mahkamah dapat dinilai sebagai pelanggaran yang
serius atas konstitusi. Kalaulah MK berpendapat seperti itu maka seharusnyalah
pendapat itu disampaikan kepada MPR agar MPR melakukan amandemen terhadap
konstitusi dan menambahkan kewenangan itu pada Pasal 24C.'* Hal senada juga
dikemukakan oleh Ibnu sina Chandranegara, dimana la menyatakan dengan adanya
kewenangan MK menguji sebuah Perpu, berarti telah mengubah teks konstitusi dan
berakibat kekacauan konstitusi serta berpotensi munculnya sengketa kewenangan
antara MK dengan DPR. Untuk itu disarankan agar MPR ke depannya untuk
melakukan amandemen yang mengatur tentang kewenangan MK dalam pengujian

undang-undang dan Perpu.**

Meskipun masih menyisakan perdebatan, tetapi terhadap isu wewenang MK
dalam pengujian konstitusionalitas materi muatan Perpu terhadap UUD 1945. Menurut

Penyusun hal tersebut telah selesai dalam putusan MK Nomor 128/PUU-V11/2009.

13 Lihat Ni’matul Huda, “Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol.
7, No. 5 (Oktober 2010), him. 90.

14 Ibnu Sina Chandranegagra, “Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional
Antar Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK Nomor: 138/PUU-VII/2009,” Jurnal Yudisial, Vol. 5,
No.1 (2012), him. 14.



Karena secara materi muatan sama dengan UU (undang-undang dalam arti materii)

maka MK berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas materi muatan Perpu.

Ketiga, pengujian materiil berbeda dengan pengujian formil, pada pengujian
formil yang menjadi titik tekannya adalah proses pembentukan suatu peraturan, bukan
pada materi muatan yang ada dalam sebuah peraturan tersebut.’® Hal paling terasa
perbedaannya antara pengujian materiil dan formil adalah peraturan yang terbukti cacat
formil. Dengan dikabulkannya pengujian formil atas suatu peraturan maka akan
berdampak pada pembatalan sebuah peraturan secara keseluruhan. Sementara
pengujian materiil hanya menyatakan sebagian bagian, pasal, ayat, atau frasa yang

bertentangan dengan UUD 1945.16

Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika sebuah Perpu
diuji secara formil ke MK. Pasalnya ketika sebuah Perpu dapat diuji secara formil oleh
MK dan dikabulkan pengujiannya, maka secara otomatis sebuah Perpu tersebut akan
dibatalkan secara keseluruhan. Bukankah hal ini akan menegasikan kewenangan DPR

dalam melakukan objektivitas Perpu sebagaimana dalam Pasal 22 UUD 1945.

15 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), him.

16 Jorawati Simarmata, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi:
Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XI11/2014 Dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VI1/2009),” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01,
(Maret 2017), him. 40.
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Kemudian, apa yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh MK ketika melakukan

pengujian formil sebuah Perpu.

Pengujian Perpu oleh MK ini bukan merupakan isu baru. Kajian terkait
kewenangan MK dalam melakukan pengujian Perpu banyak dilakukan, terlebih pasca
adanya Putusan MK Nomor 138/PUU-VI11/2009. Perkembangan kajian tersebut
diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ni’matul Huda (2010),!” Riri Nazriyah
(2010),'®  Mohammad Zamroni (2011),'° Iskandar Muda (2013),2° Achmad Edi
Subiyanto (2014),2* Zamzam Aqgbil Razigin (2019),?2 dan Husnu Abadi, dkk (2019).%

Namun, dalam kajian-kajian tersebut mengarah kepada pengujian Perpu oleh MK

1" Ni’matul Huda, “Pengujian Perpu oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No.
5, (Oktober 2010).

18 Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Hukum, Vol. 17:3 (Juli 2010)

19 Mohammad Zamroni, “Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8:1 (April 2011)

20 Iskandar Muda, “Pro Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitutionalitas Perpu,”
Jurnal Konstitusi, Vol. 10:1 (Maret 2013)

21 Achmad Edi Subiyanto, “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang,” Lex Jurnalica, Vol. 11:1 (April 2014)

22 Zamzam Aqbil Razigin, “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI
Dalam Pengujian Perppu,” ‘Adliya, Vol. 13:2 (Juni 2019)

3 M. Husnu Abadi, Abdullah Sulaima, dan Wira Atma Hajri, “Implikasi Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Terhadap Hak Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” Asian Journal of Environment,
History and Heritage, Vol. 3:1 (Juni 2019)
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secara umum. Belum terdapat kajian penelitian yang secara spesifik membahas terkait

aspek pengujian formil Perpu oleh MK.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam tulisan ini Penyusun akan membahas

lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil atas

Perpu?

2. Pertimbangan hukum apa yang dapat dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai
dasar dalam memutuskan pengujian formil atas Perpu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Penyusun memiliki tujuan

penelitian sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi

dalam melakukan pengujian formil Perpu

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis apa saja yang dapat dijadikan sebagali
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian

formil Perpu.

12



2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya di dalam judicial
review peraturan perundang-undangan. Di samping itu tulisan ini juga
berguna untuk memperkaya referensi terkait kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam pengujian formil Perpu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Mahkamah
Konstitusi dalam melakukan pengujian formil Perpu. Serta Presiden dan
DPR dalam merumuskan revisi undang-undang tentang Mahkamah
Konstitusi, khususnya terkait kewenangan MK dalam melakukan pengujian

formil sebuah Perpu.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah dijadikan objek penelitian
sebelumnya. Akan Penyusun kemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki

kemiripan tema dengan penelitian penyusun.

13



Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Ni’matul Huda dengan judul
“Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi.”?* Secara garis besar penelitian ini
membahas tentang apakah sebuah Perpu dapat diuji oleh MK melalui judicial review?
Dimana tujuan penelitian ini adalah melihat konstitusionalitas kewenangan MK dalam
menguji Perpu. Hingga akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi
MK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian Perpu. Kalaupun
memang diinginkan pengujian Perpu oleh MK maka harus dilakukan amandemen
UUD 1945 melalui MPR. Di sini dapat dilihat, meskipun memiliki keterkaitan
pembahasan, penelitian ini berbeda dengan penelitian skripsi Penyusun. Karena skripsi
Penyusun akan lebih berfokus dan spesifik pada kewenangan pengujian Perpu secara
formil oleh MK, ditinjau dari perspektif pembagian kewenangan dalam konstitusi dan

karakteristik pengujian formil peraturan perundang-undangan.

Kedua, Jurnal karya Mohammad Zamroni, yang berjudul “Mengukur
Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”®
Penelitian ini pada intinya menjelaskan bagaimana permasalahan pengujian Perpu yang
dilakukan oleh DPR dalam menyetujui atau menolak Perpu dalam masa sidang
berikutnya, serta kejelasan waktu RUU pencabutan Perpu apabila Perpu tidak disetujui

oleh DPR menjadi undang-undang yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

24 Ni’matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol 7:5,
(Oktober 2010), him. 73-91

25 Mohammad Zamroni, “Mengukur Konseptualitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8, No. 1 (April 2011), him. 139-150.
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Perbedaan dengan skripsi Penyusun adalah, fokus pembahasan skripsi Penyusun bukan
kepada permasalahan pengujian Perpu oleh DPR, melainkan terhadap permasalahan
kewenangan MK dalam melakukan pengujian secara formil sebuah Perpu, sehingga

tidak menjadikan benturan kewenangan dengan DPR.

Ketiga, adalah jurnal penelitian dari Iskandar Muda yang berjudul “Pro-Kontra
dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu.”?® Penelitian ini
menguraikan terkait pro kontra pengujian Perpu oleh MK, dikaitkan dengan filosofi
Judicial Activism dalam pengadilan. Ketika penelitian ini dikaitkan dengan skripsi
Penyusun, maka dapat ditemukan perbedaan mendasar, dimana penelitian Penyusun
tidak membahas terkait pro kontra tentang karakter judicial activism putusan MK
138/PUU-VI1/2009 dalam kewenangan MK menguji Perpu. Namun dalam skripsi

Penyusun hal yang diteliti adalah terkait kewenangan MK dalam uji formil Perpu.

Keempat, penelitian jurnal lain adalah karya Achmad Edi Subiyanto yang
berjudul “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.”?’ Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah pengujian konstitusionalitas
terhadap Perpu. Karena Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum

baru akan dapat menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru, dan akibat

% Iskandar Muda, “Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu,”
Jurnal Konstitusi, Vol 10, No. 1 (Maret 2013), him. 69-88.

27 Achmad Edi Subiyanto, “Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang,” Lex Jurnalica, Vol. 11, No. 1 (April 2014), him. 9-19.
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hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan, maka Mahkamah
Konstitusi dapat menguji apakah Perpu bertentangan secara materiil dengan UUD
1945. Sedangkan fokus skripsi Penyusun adalah terkait penilaian secara formil oleh
MK, dimana konsep pengujian materiil dan formil ini berbeda dan melahirkan

konsekuensi yang berbeda pula.

Kelima, jurnal yang berjudul ‘“Perbandingan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian Perppu” karya Zamzam Aqbil Raziqin.?
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan membandingkan bagaimana
kewenangan MK dan DPR dalam pengujian Perpu, setelah adanya putusan MK
138/PUU-VII/2009 yang menyatakan MK memiliki kewenangan menguji Perpu
karena secara hierarki dan materi muatan sama dengan undang-undang. Di sini terdapat
perbedaan mendasar antara jurnal karya Zamzam Agbil Razigin dengan skripsi
Penyusun yaitu, tujuan penelitian skripsi Penyusun adalah untuk melihat bagaimana

kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil terhadap Perpu.

Selain jurnal, juga terdapat skripsi yang membahas terkait kewenangan MK

dalam pengujian Perpu

1. Skripsidari Skripsi Agri Jutawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, yang berjudul “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan

28 Zamzam Aqbil Razigin, “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR Rl
Dalam Pengujian Perppu,” ‘Adliya, Vol. 13, No. 2 (Juni 2019), him. 144-158.
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Terhadap
Undang-Undang Dasar 1945.72° Dalam skripsi ini yang menjadi penelitian
adalah hakikat materi muatan dalam Perpu, kewenangan MK dalam sistem
ketatanegaraan, serta urgensi kewenangan MK dalam pengujian Perpu.
Sedangkan dalam skripsi Penyusun, penelitian akan berfokus pada kewenangan
MK dalam melakukan pengujian formil sebuah Perpu, serta pertimbangan-
pertimbangan MK dalam melakukan pengujian Perpu. Sehingga di sini dapat

dilihat, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Skripsi Habaib Jusuf dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah, yang berjudul “Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.”®® Skripsi ini
membahas tentang kewenangan menguji Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi serta
pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-
VI11/2009. Perbedaan dengan skripsi Penyusun jelas terdapat dalam objek yang

diteliti yaitu pengujian secara formil suatu Perpu.

2 Agri Jutawan, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Di Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” Skripsi, Program Sarjana
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022).

30 Habaib Jusuf, “Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Oleh Mahkamah Konstitusi,” Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah (2020).
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Berdasarkan literatur-literatur yang telah dipaparkan di atas, tidak ditemukan
pembahasan yang sama tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi Penyusun.
Meskipun di antaranya yang mengkaji mengenai kewenagan Mahkamah Konstitusi
dalam Pengujian Perpu. Namun, pembahasan-pembahasan tersebut masih umum, dan
belum ada yang membahas secara spesifik dan mendalam mengenai kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Secara Formil Sebuah Perpu.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoretik dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas
nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum agar sampai kepada landasan filosofis yang
tertinggi.®! Sejalan dengan itu, Penyusun akan menyampaikan beberapa teori yang
akan digunakan Penyusun sebagai pisau analisis dalam mernemukan jawaban atas

rumusan masalah penelitian ini.

1. Pembagian Kekuasaan

Konsep dasar pemisahan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara
tidak boleh berada atau didelegasikan kepada satu struktur kekuasaan politik, tetapi
harus dipisahkan ke dalam lembaga-lembaga negara yang berbeda, agar tidak
terjadi kesewenang-wenangan. Secara historis doktrin ini dipopulerkan oleh Jhon

Locke dan Montesgiue.

31 Satjipto Raharjo, llmu Hukum, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991), him. 254,
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Jhon Locke seorang filosof dari Inggris (1632-1704) dalam bukunya Two
Treatises of Goverment, membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu: pertama,
kekuasaan legislatif (membentuk undang-undang); kedua, kekuasaan eksekutif
(melaksanakan undang-undang); ketiga, kekuasaan federatif (kekuasaan mengenai
perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan

semua orang dan badan badan luar negeri).3

Pemikiran Jhon Locke ini kemudian dikembangkan oleh Charles Louis de
Secondat Baron de Montesquieu, seorang ahli hukum Prancis (1689-1755).
Montesquieu dalam bukunya De L Esprit des Lois (1748), memodifikasi gagasan
Locke dengan memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan,
yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (la puissance legislative) yang membentuk
undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (la puissance executive) yang
melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (la puissance de

juger), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.®

Montesquieu mengatakan
“kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat,
kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada Raja, kekuasaan pengadilan

pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.” Ketiga

kekuasaan tersebut menurut Montesquieu masing-masing terpisah satu sama lain,

32 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), him. 1-2.
3 E. Utrecht yang dikutip dalam Efik Yusdiansyah, Implikasi Keberadaan Mahkamah

Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum, (Bandung:
Lubuk Agung, 2010), him. 25.
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baik mengenai tugas (functie) maupun alat perlengkapan (organ) yang
melakukannya.®* Ajaran pemisahan kekuasaan ini kemudian dikenal dengan “trias

politika”.

Sir Ivor Jennnings seperti apa yang dikutip oleh Ellydar Chaidir membahas
lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan dengan membedakannya ke dalam dua
arti yakni materiil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah
pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan
tegas dalam tugas-tugas (functie) kenegaraan yang secara karakteristik
memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu ke dalam 3 (tiga) bagian yakni
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan
kekuasaan dalam arti formil ialah pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan

secara tegas.®

Kemudian Ismail Suny, dalam bukunya yang berjudul Pergeseran
Kekuasaan Eksekutif, memberikan kesimpulan mengenai pemisahan kekuasaan,

yaitu bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material itu semestinya disebut

34 Ni’matu Huda, llmu Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), him. 72- 73.

% Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta; Total Media, 2008), him. 24.
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separation of power (pemisahan kekuasaan). Sedangkan pemisahan kekuasaan

dalam arti formal seharusnya disebut division of power (pembagian kekuasaan).*®

Pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam suatu negara diatur dalam
hukum dasar atau konstitusi sebuah negara. Sri Soemantri menyebutkan bahwa
pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok: (1) Adanya
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara (2) Ditetapkannya
susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (3) Adanya pembagian dan

pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.®’

Mahfud MD juga berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi
mengandung hal-hal sebagai berikut: Pertama, public authority hanya dapat
dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat
(melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal and
equal suffrage dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang
demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta
pembatasan wewenang; Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri
yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun

terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian

3% C.S.T.Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta : Ghalia Indonesia,
1984), him. 79-80.

37 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, cet ke-4 (Bandung: PT. Alumni,

1987), hlm. 51, yang dikutip oleh Astim Riyanto, “Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu,” Jurnal
Hukum dan Pembangunan, Vol. 39, No. 1 (Maret 2009), him. 122

21



untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya
jaminan perlindungan atas HAM.® Teori ini akan digunakan Penyusun untuk
menganalisis rumusan masalah pertama, untuk melihat kewenangan MK dalam

melakukan pengujian formil sebuah Perpu.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam hukum tata
negara dan hukum administrasi negara. Sebagaimana dinyatakan oleh Sroink dan
Steenbeek, “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en
administratief recht”.® Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum tata negara dan hukum

administrasi negara.

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris authority of
theory atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Theorie van het gezag,
sedangkan dalam bahasa Jerman disebut theorie der autoritat. Menurut Miriam
Budiardjo, kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan

melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat

38 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan
Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), him. 421.

% Nur Basuki Minanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,
(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), him. 65.
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hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan tertentu atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu.*

Kemudian H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Ridwan HB, menyajikan
pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “Keseluruhan aturan—aturan
yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh
subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.** Dari pernyataan Stoud,
terdapat dua unsur dalam kewenangan yaitu, 1) adanya aturan-aturan yang
memberikan sebuah kewenangan, 2) adanya sifat hubungan hukum publik oleh

subjek hukum publik.

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan

pandangan, sebagai berikut :

Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi
dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru,
sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada
(oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada
organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).
Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau
pelimbahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan

40 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), him.

63. Hal serupa juga disampaikan olen P. Nicholai yang menyatakan bahwa kewenangan adalah
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan
untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum
tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut
pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Lihat dalam Ridwan HR dan SF Marbun, Hukum
Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), him. 94.

41 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008), him. 110.
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wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan
internal.*?

Sedangkan Philipus M. Hadjon membagi tiga cara untuk dapat memperoleh

kewenangan yaitu:

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan
yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,
delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui
pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan
kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari
pelimpahan. 43

Lebih lanjut Philipus M Hadjon menyatakan pada dasarnya membuat

perbedaan antara delegasi dan mandat.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan
peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung
gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan
wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang
dengan asas “contrarius actus”. Artinya, setiap perobahan, pencabutan
suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat
yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan
yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan
dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat
pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan
itu.*

42 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Ull Pres, 2003), him. 74-75.

43 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2008), him. 87.

* 1bid, him 88.
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Teori kewenangan ini akan menjadi pisau analisis dalam mencari jawaban atas
rumusan masalah bagaimana kewenangan MK dalam melakukan pengujian formil

sebuah Perpu.

3. Teori Pengujian Formil

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis pengujian peraturan perundang-
undangan, yaitu materiile toetsing (pengujian materiil) dan formeele toetsing
(pengujian formil). Pembedaan ini berkaitan dengan pengertian undang-undang
secara (meteriil wet in materiile zin) dan undang-undang secara formil (wet in
formeele zin).*> Demikian, objek pengujian suatu peraturan perundang-undangan
tidak selalu terkait dengan materi muatannya, tetapi juga terkait proses

pembentukannya.

Pengujian materiil adalah kewenangan untuk melihat kesesuaian norma
perundang-undangan secara hierarkis.*® Kewenangan hakim untuk menyelidiki
apakah kekuasaan/organ yang membuat suatu peraturan berwenang untuk
mengeluarkan peraturan yang bersangkutan dan apakah isi peraturan tersebut tidak

bertentang dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-

4 Asshiddigie, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 38.

46 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), him.
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undangan yang lebih tinggi.*’ Jimly Asshiddigie berpendapat bahwa pengujian
materiil adalah pengujian atas materi muatan perundang-undangan. Berkaitan
dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain
yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu

aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.®

Sedangkan untuk pengujian formil adalah kewenangan untuk menilai
apakah suatu produk legislasi tercipta sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.*® Pengujian
perundang-undangan yang tidak terkait dengan materi muatan, tetapi berkaitan
dengan produk hukum atau proses atau prosedur pembentukan perudang-
undangan.®® Pengujian formil itu sendiri tidak identik dengan pengujian atas
undang-undang, meskipun pengujian atas bentuk dapat juga disebut sebagai salah

satu pengujian formil.>

Secara umum pengujian dari sisi formil terbilang sangat komplek. Tolok

ukur yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu undang-undang kehilangan

47 Harun Alrasid,”Hak Menguji dalam Teori dan Praktek”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1, No.
1 (Juli 2004), him. 96.

48 Jimly Ashiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.......... , him. 1.
49 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia........ , him. 28.
%0 Harun Alrasid “Hak Menguji dalam Teori dan Praktek™......., hlm. 96.

51 Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi Press,
2006), him 62.
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konstitusionalitas dari aspek formalnya, adalah sejauh mana undang-undang itu
ditetapkan secara tepat dalam segi bentuk (appopriate form), tepat institusi yang
menetapkannya (appopriate institution) dan tepat menurut prosedural yang berlaku
dan baku (appopriate procedure).®? Lebih lanjut, Jimly Asshiddigie menjabarkan

bahwa:

Pengujian formil dapat mencakup:

a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara prosedur pembentukan
peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun
dalam pengambilan keputusan atas rancangan sampai disahkan;

b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang-
undangan;

c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga
lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan; dan

d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.>

Perbedaan materiile toetsing dan formeele toetsing juga terdapat terhadap
konsekuensi putusannya. Pada pengujian materiil, apabila hakim mengabulkan
permohonan pengujian materiil, maka mengakibatkan materi norma yang diujikan
menjadi tidak berlaku lagi. Sedangkan dalam pengujian formil, apabila hakim
mengabulkan permohonan pengujian formil, maka akan mengakibatkan
keseluruhan perundang-undangan yang diujikan akan batal dan tidak berlaku lagi.
Artinya akibat dari dikabulkannya pengujian materiil hanya sebatas materi yang

diuji dan dikabulkan saja, tidak berpengaruh pada materi muatan lainnya. Sangan

%2 1bid, him. 63-64.

%3 Ibid, hlm. 64. Lihat juga Jimly Asshiddigie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang..........,
him. 41 — 43.
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berbeda dengan pengujian formil yang konsekuensi hukumnya mempengaruhi
keseluruhan perundang-undangan yang diujikan. Hal ini dapat dipahami karena
yang dipersoalkan dalam pengujian formil adalah terkait pembentukan perundang-
undangan dan hal-hal lain di luar substansi perundang-undangan.>* Teori ini akan
digunakan untuk menjawab rumusan masalah apa saja yang dapat dijadikan

pertimbangan oleh MK dalam pengujian formil Perpu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau sering disebit penelitian hukum
doktrinal.>® Jenis penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (library research).
Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan
dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga akan
mempertimbangkan hasil wawancara dengan Pakar Hukum Tata Negara yang akan

dilakukan oleh Penyusun.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan

perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue

% Jimly Asshiddigie, Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum, (Jakarta:
Konstitusi Press, 2020), him. 192.

%5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2004), him. 52
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Approach) atau dalam hal ini pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi
salah satunya merujuk pada UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach) juga dijadikan sebagai salah satu pendekatan oleh
penyusun yang bertujuan untuk mengimplementasikan doktrin-doktrin yang ada

agar dapat diimplementasikan dalam penyusunan ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder:
a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli
(tidak melalui media perantara). Data primer yang akan digunakan dalam

penelitian ini berupa opini subjek (orang).
b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.
1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah

Konstitusi (UU MK), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo.
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Undang-Undang No 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP. Serta
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengujian

peraturan perundang-undangan oleh MK.
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,
karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema
kajian skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum,
ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk

menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.>®

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif
berdasarkan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
Penyusunan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih,

60.

%6 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram-NTB: Matara University Press, 2020), him.
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dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.>” Dari hasil
analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri

dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima)

bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian

yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua, merupakan tinjauan pembentukan Perpu dan Judicial Review di

Indonesia.

Bab ketiga, merupakan tinjauan pengawasan DPR dan pengujian MK atas

Perpu di Indonesia.

Bab keempat merupakan hasil dan analisis, berisi analisis kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Perpu dan bahan pertimbangan

pengujian formil Perpu.

57 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum........, him 172.
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Bab kelima merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan sebelumnya, maka

dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Perpu adalah pasca
persetujuan DPR (political review). Karena dalam legislasi Perpu, aspek formil
yang penting bukanlah proses pembuatan Perpu hinngga ditetapkan oleh
Presiden. Melainkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang merupakan
syarat absolut penetapan Perpu dan persetujuan atau penolakan DPR atas Perpu
pada masa sidang yang berikut. Penilaian-penilaian tersebut lebih tepat jika
dilakukan setelah Perpu disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Pada hal
ini MK juga akan memeriksa proses dan pertimbangan DPR atas persetujuan

Perpu tersebut, sehingga tercipta cheks and balance antar kelembagaan.

2. Aspek yang dapat dijadikan pertimbangan oleh MK dalam melakukan

pengujian formil Perpu adalah:

a. Aspek prosedur berupa apakah dibuat oleh lembaga yang berwenang,
dilakukan sesuai dengan proses pembentukan sebagaimana dalam UUD,
dan apakah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPR atas Perpu

adalah sah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang menetapkan Perpu
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sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) adalah Presiden. Selanjutnya terkait dengan
proses pembentukan maka harus sesuai dengan mekanisme dalam Pasal 22
UUD NRI 1945, dan UU PPP. Sementara untuk pengambilan suara sah
sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD NRI, UU PPP, dan Peraturan

DPR tentang Tata tertib.

b. Aspek kegentingan, indikator dalam kegentingan yang memaksa ini adalah
tiga indikator sebagaimana Putusan MK 138/PUU-VI11/2009, yaitu (1)
adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang
yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum,
atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; (3) kekosongan hukum
tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan
keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan; (4) dan
satu tambahan indikator yaitu Perpu harus dikeluarkan ketika DPR sedang

tidak bersidang (masa reses).

B. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang, untuk memasukkan terkait kewenangan

pengujian formil Perpu dalam UU MK dan syarat kegentingan yang memaksa
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dan batasan waktu masa sidang selanjutnya dalam UU PPP, supaya hal ini dapat
dijadikan dasar pertimbangan oleh MK ketika melakukan pengujian formil

Perpu.

Kepada Mahkamah Konstitusi, sebelum adanya ketentuan perundang-
undangan yang mengatur tentang pertimbangan dalam pengujian formil Perpu.
Pada perkara-perkara pengujian formil Perpu MK dapat mempertimbangkan

hal tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
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